
BUPATI I'MBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang a. bahwa dengan adanya penyesuaian anggaran antar
objek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja
berdasarkan Hasil Rapat yang dilakukan TAPD untuk
menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
212/PMK.O7 12022 tentang Indikator Tingkat Kine{a
Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi
Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 2O8 /PMK.O7 12022 tentang
Pengelolaan Dana Insentif Fiskal, Surat DJPK
Kementrian Keuangan Nomor s-173 /PK/2O22 perihal
Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah
Tahun Anggaran 2023 tanggal 29 September 2022,
Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor
9O0.1.14.3/1483/SJ Tahun 2023 tentang Hasil
Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Terkait Penggunaan DBHCHT Tahun Angg;xan 2023,
DBHDR Tahun Anggaran 2023, dan DAK Tahun
Anggaran 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten lombok Utara Nomor
I Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu merubah Peraturan Bupati tpmbok Utara Nomor
59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023:'

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Lombok Utara Nomor 59 Tahun 2022 terrtang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kefa
menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Iayanan Umum
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor l, Tambahan Ircmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tefiang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewnang Gubernur sebagai
wakil pemerintah Pusat (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
la.poran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Ta}:rn 2OI2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1O67);



Menetapkan

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Terrib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan l.aporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2O20
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahtn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaral Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunal Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Benl.a,
Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 9721;

24. Peraturan Daerah Kabupaten lombok Utara Nomor I
Tahun 2O22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2022 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (kmbaran Daerah
Kabupaten Iombok Utara Tahun 2022 Nomor 7l'

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI IOMBOK UTARA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK
UTARA NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJAE}ARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati lombok Utara Nomor 59 Tahun
2022 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2O22 Nomor 59) diubah
sebagai berikut:

l. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 semula
Rp966.567.141.147,- menjadi Rp988.693.985.147,- naik sebesar
Rp22. | 26.84 4- 000, - dengan rincian sebagai berikut:

I . Pendapatan
a. Semula Rp. 958.767.141.147,-
b. Bertambah/(Berkurang) Rp' 22.126.844.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 980.893.945.147,-

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp.959.917.141.147,-
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 22.126.844.OOO,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 982.043.985.147,-
Surplus/(Delisit) setelah Perubahan Rp. (1.150.000.000,-)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1). Semula Rp.7.8OO.OOO.OOO,-
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 0O,OO,-
Jumlah pembiayaan penerimaan setelah Rp.
Perubahan

7.800.000.000,-

b. Pengeluaran
1). Semula
2). Bertambah/ (Berkurang)

Rp. 6.650.000.000,
Rp.

00,00,-
Jumlah penerimaan pengeluaran setelah
Perubahan
Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan

Rp. 6.650.000.000,-

1.150.000.000,-
00,00,-

Rp
Rp

2. Ketentuan Pasal 3 angka 2 diubah, sehingga Pasal 3 angka 2 berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
padatanggal 20 Juni 2023

t' MBOK UTARAI

DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 20 Jluni 2O23

ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN I,OMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR
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